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PUTUSAN
Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Magelang 12 Februari 1971 (47

Tahun), agama Islam, pekerjaan | GczczNIENININEG
I - didikan SLTA, tempat kediaman
di - |
I <abupaten Tebo,
Provinsi Jambi, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanah Tumbuh 01 Januari 1968 (50

Tahun), agama Islam, pekerjaan [l Pendidikan

SMEA, tempat kediaman di | NS
I <-bupaten Tebo, Provinsi

Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Mto,
tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal || Bl dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan [l Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

. t<rtongga! I

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Jejaka. sedangkan

Tergugat berstatus Perawan; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat

mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di

dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat

di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai

akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

dua orang anak bernama

a. ANAK | (Pr) lahir 10 Februari 2006

b. ANAK Il (Pr) Lahir 31 Januari 2007

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak awal menikah kerukunan tersebut tidak

didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang

disebabkan :

a. Tergugat selalu menggantungkan hidup dengan Penggugat dan
Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga

b. Tergugat sering marah dan egois

c. Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan perempuan lain

6. Bahwa pada 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin

Penggugat;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi

nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di

rumah teman- teman Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak bertemu,

dan teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat

berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara

lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang

seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat
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tersebut sampai saat ini sudah 11 tahun lebih tanpa diketahui
keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan
untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan
datang;
Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalii yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara
Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo sebanyak dua
kali melalui Radio Buana Nadasuara Mandiri Kabupaten Tebo dengan nomor
relass 0036/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 14 Januari 2019
dan tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat
yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada
perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara in person tidak pernah hadir
ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa :
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1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor:
. <o I 2o dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [}, Kabupaten
Merangin, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis
Hakim, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti
tertulis itu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat () N<: I 219 dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16-06-2012, telah bermaterai cukup
dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim, setelah diteliti dan dicocokkan
dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf
Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di
persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya,

masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan [} tempat kediaman
-y
Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi adalah saudara dua pupu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, di
Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Jejaka.
sedangkan Tergugat berstatus Perawan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu,
Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,
yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun tidak berapa lama setelah menikah mulai

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara
Penggugat dan Penggugat karena Tergugat selalu menggantungkan
hidup dengan Penggugat dan Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan
rumah tangga, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan egois
dan Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan perempuan lain

- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa ijin Penggugat;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah
memberi maupun khabar kepada Penggugat dan alamatnya pun tidak
diketahui;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ke rumah

teman- teman Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak bertemu;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan |, tempat
kediaman di |
B <2bupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, di

Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Jejaka.

sedangkan Tergugat berstatus Perawan;

& Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu,

Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,

yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun dan harmonis, namun tidak berapa lama setelah menikah mulai

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara

Penggugat dan Penggugat karena Tergugat selalu menggantungkan
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hidup dengan Penggugat dan Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan

rumah tangga, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan egois

dan Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan perempuan lain

- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

tanpa ijin Penggugat;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah

memberi maupun khabar kepada Penggugat dan alamatnya pun tidak

diketahui;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ke rumah

teman- teman Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak bertemu;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh
keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta
menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula
untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim
menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada
segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara
aquo, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu
perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan

Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke
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persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula
terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan
Agama Muara Tebo melalui Radio Buana Nadasuara Mandiri Kabupaten Tebo
dengan nomor relass 0036/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 14
Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019, maka berdasarkan pertimbangan
tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149
Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang
bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan
alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibinanya
sejak menikah pada pada tanggal 20 Mei 2005, dihadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, awalnya rukun
dan harmonis, namun tidak beberapa kemudian tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang
termuat dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah
berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon
kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan
cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis
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P dan dua orang saksi yang bernama || GCNGEEEEE -~
I - dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan

Penggugat berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: | EGcGczNEG.
tertanggal 29 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan [JJJlli Kabupaten Merangin, dan alat bukti
P2, yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat (D N<: |G -9 dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16-06-2012, Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat bukti aguo dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara
formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat
keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi
syarat materiil karena berdasarkan bukti aguo yang diajukan Penggugat telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama || Gz
I /2o disjukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim
memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena
telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171,
172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi || | | | | bBEEEEEEEEE cnerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada
tahun 2005, di Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan
sewaktu menikah, Penggugat berstatus Jejaka. sedangkan Tergugat berstatus
Perawan dan telah dikaruniai dua orang anak, yang berada dalam
pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun tidak berapa lama setelah menikah mulai

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, karena
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Tergugat selalu menggantungkan hidup dengan Penggugat dan Penggugat lah
yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering marah kepada
Penggugat dan egois dan Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan
perempuan lain, dan pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa ijin Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah
memberi maupun khabar kepada Penggugat dan alamatnya pun tidak
diketahui, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama
lebih kurang 11 tahun lamanya, dan Penggugat telah berusaha mencari
Tergugat, ke rumah teman- teman Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak
bertemu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi || GNINGNGNGNGEG < scbut
secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama || EGcGczczG
I /2o diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim
memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena
telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172
Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi || G chcrangkan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada tahun 2005, di Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus Jejaka. sedangkan Tergugat
berstatus Perawan dan telah dikaruniai dua orang anak, yang berada dalam
pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun tidak berapa lama setelah menikah mulai
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, karena
Tergugat selalu menggantungkan hidup dengan Penggugat dan Penggugat lah
yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering marah kepada
Penggugat dan egois dan Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan
perempuan lain, dan pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa ijin Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah
memberi maupun khabar kepada Penggugat dan alamatnya pun tidak

diketahui, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama
9
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lebih kurang 11 tahun lamanya, dan Penggugat telah berusaha mencari
Tergugat, ke rumah teman- teman Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak
bertemu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [ GcGcCcNGEEEEEE
tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam

perkara ini;
Menimbang, bahwa keterangan saksi || GccNNGTGNGNGNGNGEG -~ B
I - s-but dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan

sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal

308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang
telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan
Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 20 Mei 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tabir., Kabupaten Merangin, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,
namun tidak berapa lama setelah menikah mulai tidak harmonis lagi, sering
terjadi  perselisihan atau pertengkaran, karena Tergugat selalu
menggantungkan hidup dengan Penggugat dan Penggugat lah yang
memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering marah kepada
Penggugat dan egois dan Tergugat sekarang sudah nikah sirri dengan
perempuan lain;

3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang
hingga sekarang lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ke rumah teman- teman
Tergugat di Muara Bungo akan tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta
tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawabh ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1)

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak
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pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan
gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana
dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak berapa
lama setelah menikah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau
pertengkaran, karena Tergugat selalu menggantungkan hidup dengan
Penggugat dan Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan
Tergugat sering marah kepada Penggugat dan egois dan Tergugat sekarang
sudah nikah sirri dengan perempuan lain, yang apabila dihubungkan dengan
fakta poin (3) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
yang hingga sekarang lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya, dan poin (4)
Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ke rumah teman- teman Tergugat
di Muara Bungo akan tetapi tidak bertemu, terbukti bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam
kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah
pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan
bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan
perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa
saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung tentang
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi aquo
mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya, Majelis
Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran
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mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur
dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh
dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai
perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf  (f)
Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau
isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu
sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya
keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan
kembali (broken married), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan
tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi
perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada
Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan
memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman
Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Lo |- TI 105% =zl 1= <_>Eo, A oe] Tz °f .10
2S5 Jzzs Lgd| 1858w 51551 a8l o a3 15 Ol asbl &os
083565 psalo LY W3 o &) 4235 8355

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.” (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum
ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut
diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar
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ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur
lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu
perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapubh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada
keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak suami dan isteri,
sementara dalam kasus aquo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah kediaman bersama lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya, dan
secara batin pun terlihat bahwa ketika Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim
di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut telah
membuat Penggugat kecewa, sehingga kemarahan Penggugat terhadap
Tergugat sudah memuncak, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak serumah lagi lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya, maka
menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu akan
lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Penggugat dari pada
kemudaratan yang didapati jika bercerai dengan Tergugat, dan sesuai dengan
kaidah fighiyah yang dipakai sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

w ’E - _ - £ - _ @ —= T

lagas| OS5L 1550 lagalatl oo ss obamdall ol 15

Artinya: ‘jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, diambil kemudaratan
yang paling ringan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Ghoyatul Marom yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Gl Lolall aile 3lb g8 a583)l axes 338 Swwl I5)s

Artinya :Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang
terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:
cuwliald 8390 Vg dauxo lagin 2295 o UL walizl Hb6
a5, laoll

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara
keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal
39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam
bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan

bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
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3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba"in sughra Tergugat ([ EGcTcNGN

terhadap Penggugat (G

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim
Pengadilan Agama Tebo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Romadhan 1440 Hijriah, oleh Hj.
BAIHNA, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis serta SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
dan M. RIFAl, S,H.I.,MHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh
Widarli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

M. RIFAI, S,H.I.,MHI
Panitera Pengganti,

Widarli, S.Ag
Perincian biaya :
Biaya Pendaftaran Rp.
1. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK Rp.
2. 50.000,00
Biaya Panggilan Rp.
3. 440.000,00
Biaya PNBP Rp.
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- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1A

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 20.000,00
Biaya Redaksi Rp.
5. 10.000,00
Biaya Meterai Rp.
6. 6.000,00
Jumlah Rp.
556.000,00
(lima ratus lima

puluh enam ribu rupiah)
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